PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412

MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannva Peraturan Daerah
Kota Medan Nomeor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Parkir, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomeor 10
Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;

Mengingat 1.

= 3

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran  Nepara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3088);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 18%9);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara FRepublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 47235);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomotr 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerntahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Eepubhk Indonesia Nomor 3587),
sebagaimana telah diubah beberapa lkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara FERepublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomaor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Simalungun, Kecamatan
Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan
Medan Area D1 Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | 3Sumatera Utara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);



14.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 ([(Delapan  Belas)
Kecamatan D1 Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Simalungun, Dairi, Tapanuli
selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadyva Tingkat II
Medan Dalam Wilavah Propinsi Daerah Tingkat |
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah MNomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penvitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40449);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
MNegara REepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4578);

Peraturan Pemernntah Nomor Y9 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenntah Daerah [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Hetribusi
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang  Perangkat  Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S887);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistim Dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan
Pendapatan Lain-Lain;



Menetapkan

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

21.

22

3.

2

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa lkali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara FRepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Daerah kota  Medan
Nomor 9], sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor |
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang HKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
{Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR,

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak
Parkir, diserahkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Medan.



Pasal 2
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, diatur dengan
Peraturan Wali Kota,

Pasal 3
Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomeor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak
Parkir (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 41}, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2017

WALI KOTA MEDAN,
tid

DZULMI ELDIN 5
Diundangkan di Medan

pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

EYAIFL‘IIL;.B#IRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 11.



